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PRAKATA 

 

 

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT 

yang telah memberikan nikmat dan karunianya dalam hidup kita 

yang tak terhingga. Sholawat beserta salam semoga tetap tercurahkan 

kepada Nabi Besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, 

sahabatnya dan kepada kita semua. Syukur Alhamdulillah dengan 

izin Allah SWT penyusunan buku ini dapat diselesaikan dengan 

judul, Kinerja Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Pendapatan 

Asli Daerah. 

Penyusunan buku ini dilakukan dengan kajian teoritis, 

yuridis dan empiris, kajian teoritis dilakukan dengan memilih 

konsep-konsep kinerja pemerintah daerah dalam optimalisasi 

pendapatan asli dearah pajak dan retribusi daerah untuk dijadikan 

landasan dalam menganalisis praktek otonomi dan pembangunan di 

daerah. Kajian yuridis dilakukan dengan mendasarkan cara berfikir 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Kajian empiris 

yaitu dengan studi lapangan berdasarkan pengalaman penulis sebagai 

praktisi sebagai kepala organisasi perangkat daerah selama berpuluh 

tahun. 

Buku ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan 

literatur utama untuk mendukung program studi administrasi publik 

dengan peminatan administrasi pemerintahan daerah. Kajian 

administrasi pemerintahan daerah menjadi peminatan baru seiring 

dengan kebijakan pemerintah menetapkan kebijakan otonomi daerah 

yang sudah berjalan selama dua dasawarsa.  

Buku ini menguraikan konsep-konsep yaitu perkembangan 

paradigma organisasi dan manajemen pemerintah daerah, kinerja 

pemerintah daerah, pengukuran dan faktor-faktor kinerja pemerintah 

daerah, faktor proses kemanusiaan dalam optimalisasi pendapatan 

asli daerah, faktor struktur optimalisasi pendapatan asli daerah, 

faktor pengetahuan optimalisasi pendapatan asli daerah, faktor 

sumber daya non manusia optimalisasi pendapatan asli daerah, faktor 

posisi strategis dan faktor pengawasan optimalisasi pendapatan asli 

daerah, rencana aksi optimalisasi pendapatan asli daerah dan 

identifikasi risiko dan mitigasi pungutan liar dalam optimalisasi 

pendapatan asli daerah. 
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Selain untuk keperluan literatur peminatan administrasi 

pemerintahan daerah, buku ini layak juga dibaca oleh para 

penyelenggara pemerintahan daerah dan pihak-pihak yang 

mempunyai kepedulian dalam memajukan daerah. Penyusuan buku 

ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang mendukung secara 

moril dan materil yaitu pemerintah daerah, kampus, keluarga (istri 

anak-anak) dan pihak lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. 

Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang dimiliki 

dan dengan segala kerendahan hati saya bersedia menerima segala 

masukan baik saran dan kritik yang dapat meningkatkan motivasi 

saya untuk membuat karya yang lebih baik lagi dikemudian hari. 

Dan semoga buku ini dapat diterima oleh semua pihak terutama 

pihak yang berkaitan dengan penyelenggara pemerintahan daerah 

dan penentu kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

 

 

 

Rangkasbitung,   September 2025 

 

Penulis, 
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